Menimbang

B8 o i e d
sengingdat

SUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR /G TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
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DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM

bahwa Untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Rumah
Sakit Urmura Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Yang Menerapkan
Pola Pengeiclaan Keuangan Badan Layanan Umum  Daerah
(PPK-BLUD) Secara penuh, keuangan pada RSUD tersebut perlu
dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan

dengan berpedorman pada standar akuntansi yang berlaku untuk
Badan Layanzn Umum Daerah (BLUD);

bahwa Dberdasarkan pasal 116 ayat (4) Permendagri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Sistem Akuntansi
dan }v«uaparcr untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ditetagpkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim

rka pervm angan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
f di an Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi
eia dﬂ K%angan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Mohamad R‘aﬁm Yang WMenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
33.'“:71:‘ Layanan Umuom Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

Undang-Uindang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat il Dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara R! Tahun 1982 Nomor 100, Tambahan
Lemoaran Negara Rl Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 No. 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara R! Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Ri Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

"

Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 20056 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Rl Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10)

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Muara Enim;

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Mohamad Rabain Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H.
MOHAMAD RABAIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
SECARA PENUH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

S L

=} O

<

O

il
o

=
(%]

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
Bupati adalah Bupati Muara Enim;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;

Dinas Pendapatén Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim;

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;

Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri
atas Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala
Bidang Keperawatan, dan Kepala Bagian Pengendalian Mutu Pelayanan.

Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di
lingkungan Penierintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit

dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalarn periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Rumah Sakit.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk
memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl Rumah Sakit.

Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip
akuntansi yang ditetapkan oleh lkatan Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

Sistem akuntansi Rumah Sakit adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
dan pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
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keuangan Pemerintah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Rekening Kas Rumah Sakit adalah rekening tempat penyimpanan uang rumah
sakit yang dibuka oleh Direktur rumah sakit pada bank umum milik Pemerintah
untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran
rumah sakit.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit berupa
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya dalam peraturan ini disingkat dengan LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
asing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.

' Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan

gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai
satu entitas pelaporan.
Rencana Bisnis Dan Anggaran rumah sakit, yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja dan anggaran rumah sakit.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat DPA-

BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas,
jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan
sebagal dasar pelaksanaan anggaran oleh rumah sakit.

. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Rumah Sakit

vaitu asset, hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan

disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses

dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber
yang sama.

. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD.

BAB Il
STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Rumah Sakit menerapkan standar akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia
untuk manajernen bisnis yang sehat .



BAB Il
SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit harus dicatat dan dokumen pendukungnya
dikelola secara tertib.

Pasal 4

Periode akuntansi Rumah Sakit meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung, mulai 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

Sistem akuntansi Rumah Sakit terdiri dari:

a. Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk
keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;

b. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan
manajemen aset tetap; dan

c. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per
unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan
manajerial.

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

(1) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit dirancang agar paling sedikit menyajikan:
a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;

b. informasi tentang kemampuan Rumah Sakit untuk memperoleh sumber daya
ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;

c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit menghasilkan Laporan Keuangan sesuai
dengan SAK/Standar Akuntansi Keuangan.

(3) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit memiliki karakteristik antara lain sebagai
berikut:

a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit adalah
basis akrual;

b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan

c. sistem akuntansi Rumah Sakit disusun dengan berpedoman pada prinsip
pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.



(4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan Rumah Sakit dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit mengembangkan sub sistem akuntansi
keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Pasal 7

(1) Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai
dengan jenis layanan Rumah Sakit dengan mengacu kepada standar akuntansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Sistemn akuntansi keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem

akuntansi, dan bagan akun standar.

Bagian Ketiga
Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

(1) Sistem Akuntansi Aset Tetap Rumah Sakit paling sedikit mampu menghasilkan:

a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik
Rumah Sakit; dan

b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan
milik Rumah Sakit namun berada dalam pengelolaan Rumah Sakit.

(2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi daerah aset tetap, Rumah Sakit dapat
menggunakan sistem akuntansi barang milik negara/ daerah yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 9

| (1) Sistem akuntansi biaya Rumah Sakit paling sedikit mampu menghasilkan:
a. informasi tentang harga pokok produksi;
b. informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan
c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya
sesungguhnya).
(2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Rumah Sakit;
b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rumah Sakit; dan

c. perhitungan tarif layanan Rumah Sakit.



BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan
pelayanannya, Rumah Sakit menyusun dan menyajikan:

a Laporan Keuangan, dan

b Laporan Kinerja.

Pasal 11
{1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit
terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit
dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembhar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan
Keuangan Rumah Sakit.

(4) Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar
laporan arus kas.

Pasal 12

(1) Rumah Sakit melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan.

{2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasai 13

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan
Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan,
semester, dan tahunan.

(2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
iaporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan, disertai laporan kinerja.

(3) Lapcran Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari laporan realisasi anggaran/iaporan operasional, neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.

(4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
¢. laperan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.



(3)

BABV
LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

lLaporan Keuangan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit menyampaikan Laporan Keuangan
sesual dengan SAP setiap semester dan tahunan.

L.aporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari LRA, neraca,
dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan
Keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi.

Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB Vi
REVIEW DAN AUDIT
Pasal 15
Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pemeriksaan
internal.

Dalam hal belum terdapat satuan pemeriksaan internal, review dilakukan oleh
inspekiorat Kabupaten Muara Enim.

Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) diaudit oleh auditor eksternal, disampaikan langsung ke Dinas PPKAD.

BAB Vii
KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 17

(1) Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.



BAB Vili
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dailam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tajiggal /9 DdulLi 2010

/ BUPATI MUARA ENIM i
/{%MUZAKIR SAl SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal /9 YLl . 26f 2010

/(,;Z SEKRETARI RAH KABUPATEN MUARA ENIM. %
‘ /

ABDUL WAHAB MAHARIS

( \

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI D



